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Abstrak 
 

Perkembangan industri festival musik di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, namun muncul 

permasalahan hukum terkait perlindungan konsumen. Salah satunya adalah pencantuman klausul non-

refundable dalam pembelian tiket konser, seperti yang terjadi pada We The Fest 2023. Kasus pembatalan 

sepihak penampilan The 1975 tanpa pengembalian dana menimbulkan polemik. Penelitian ini mengkaji 

ketimpangan hukum yang ditimbulkan oleh klausul non-refundable berdasarkan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta upaya hukum yang dapat ditempuh 

konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa klausul non-refundable yang diterapkan secara sepihak 

bertentangan dengan asas keadilan dan ketentuan UUPK, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. 

Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), gugatan wanprestasi, maupun gugatan perbuatan melawan 

hukum. Penelitian ini merekomendasikan penghapusan klausul non-refundable yang merugikan konsumen 

dan perlunya penguatan pengawasan terhadap klausula baku di sektor hiburan. 

 

Kata kunci: Asas Keadilan; Upaya Hukum; Festival Musik; Klausul Non-Refundable; Perlindungan 

Konsumen.  

 

Abstract 
 

The music festival industry in Indonesia has experienced significant growth; however, legal issues 

concerning consumer protection have emerged. One of the main concerns is the inclusion of non-

refundAable clauses in concert ticket purchases, as seen in the We The Fest 2023 event. The unilateral 

cancellation of The 1975’s performance without a refund sparked controversy. This study examines the 

legal imbalance caused by the non-refundable clause based on Law Number 8 of 1999 on Consumer 

Protection (UUPK) and the legal remedies available to consumers. The analysis reveals that the unilateral 

application of the non-refundable clause contradicts the principle of justice and the provisions of the 

UUPK, and thus, should be declared null and void by law. Consumers who suffer losses have the right to 

pursue dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), file a breach of 

contract lawsuit, or file a tort claim. This study recommends the elimination of non-refundable clauses that 

disadvantage consumers and emphasizes the need to strengthen oversight of standard clauses in the 

entertainment sector. 
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Keywords: Consumer Protection; Legal Remedies; Music Festiva;, Non-Refundable Claus; Principle of 

Justice. 

A. PENDAHULUAN 

Pasca pandemi, sektor ekonomi kreatif tercatat mengalami pemulihan yang relatif 

lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pada tahun 2019, sektor ini 

mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,9%, namun mengalami kontraksi menjadi -0,5% 

pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi. Meskipun demikian, sektor ekonomi 

kreatif kembali menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 2,9% pada tahun 

2021. Bahkan, pada triwulan pertama tahun 2024, nilai tambah yang dihasilkan oleh 

sektor ini diperkirakan mencapai Rp749,58 triliun, atau sekitar 55,65% dari total target 

Rp1.347 triliun yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Khususnya perkembangan industri 

hiburan, seperti festival musik yang telah mengalami peningkatan signifikan di Indonesia 

dalam beberapa tahun terakhir.(Warta Ekonomi, 2024)  

Festival musik bersekala besar seperti We The Fest merupakan contoh nyata yang 

berhasil menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya, menciptakan dampak ekonomi 

yang besar dan menjadi bagian penting dari gaya hidup urban. Namun, pesatnya 

perkembangan ini tidak selalu diiringi dengan kepastian hukum yang melindungi 

konsumen secara optimal. Permasalahan hukum muncul ketika penyelenggara 

mencantumkan klausul non-refundable dalam syarat dan ketentuan pembelian tiket, 

yang pada praktiknya meniadakan hak konsumen untuk mendapatkan pengembalian 

dana, bahkan dalam situasi pembatalan sepihak oleh penyelenggara.  

Kasus We The Fest 2023 menjadi sorotan ketika pembatalan sepihak penampilan 

band internasional The 1975 dilakukan tanpa adanya kompensasi bagi pemegang tiket, 

yang kemudian memicu ketidakpuasan publik serta menimbulkan polemik mengenai 

kepatutan klausul non-refundable dari segi hukum. Dalam ketentuan resmi di laman We 

The Fest, disebutkan bahwa “Pengisi acara dapat sewaktu-waktu berubah atau tidak 

berpartisipasi pada festival ini sama sekali. Jika hal tersebut terjadi, tidak akan ada 

pengembalian uang.” Fenomena serupa juga tampak pada penyelenggaraan Simfoni 

Untuk Bangsa 2025 oleh JCO Digital Concert Hall yang secara eksplisit mencantumkan 

klausul “Tiket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dalam situasi dan kondisi apa 

pun.” Kedua kasus ini mencerminkan praktik pencantuman klausula baku yang 

cenderung menempatkan konsumen dalam posisi lemah serta menimbulkan persoalan 

hukum dalam konteks perlindungan konsumen. 

Tidak hanya We The Fest, konser “We All Are One” K-pop Concert di Jakarta 

yang mengalami penundaan tanpa kejelasan kompensasi bagi penonton, kasus yang sama 

juga terjadi pada konser Hammersonic Festival pada tahun 2020. Pembelian tiket tersebut 

dapat dibeli melalui Traveloka. Pihak promotor membatalkan acara karena adanya wabah 

Covid-19 yang terjadi pada tahun tersebut. Permasalahannya adalah Traveloka maupun 

Hammersonic menolak pengajuan pengembalian dengan alasan acara di-reschedule 
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menjadi 15-17 Januari 2021. Seharusnya pembatalan yang dilakukan karena force 

majeure secara otomatis dilakukan pengembalian. Serta festival musik Gudfest di Jakarta 

yang dibatalkan tanpa kepastian pengembalian dana. 

Secara yuridis, hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan 

jujur serta untuk mendapatkan kompensasi apabila dirugikan telah dijamin 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),  

kehadirannya ini bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta 

bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum, (Hamid, 2017:4) khususnya dalam Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (1) huruf 

a. Penerapan klausul non-refund secara sepihak dapat digolongkan sebagai bentuk 

klausul baku yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan asas keadilan 

kontraktual. Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap klausul 

dalam perjanjian jasa berbasis massa seperti konser musik, karena konsumen tidak 

memiliki posisi tawar yang seimbang dalam menentukan isi kontrak. Ketimpangan ini 

tercermin dari kurangnya akses terhadap penyelesaian sengketa serta belum optimalnya 

pelaksanaan prinsip tanggung jawab penyelenggara sebagai pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi terhadap pembatalan sepihak. 

Klausul semacam ini berpotensi memperlemah prinsip tanggung jawab kontraktual 

dalam hukum perdata, serta mencerminkan praktik ketidakadilan terhadap konsumen 

dalam relasi bisnis.(Br Sitompul & Kerti, 2025) Ketidakseimbangan antara konsumen 

dan produsen juga sering kali terjadi, di mana konsumen cenderung berada dalam posisi 

yang lebih lemah dalam hal perlindungan. (Zulham, 2016:1) Selain itu, ketentuan yang 

tidak mencantumkan mekanisme penyelesaian atau alternatif kompensasi ketika terjadi 

pembatalan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip 

perlindungan hukum bagi konsumen jasa hiburan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji 

mengingat hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen tidak semata-mata 

didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, tetapi juga harus memperhatikan asas 

keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian.(Alhady & Purnamasari, 2025)  

Seringkali didapati pelaku-pelaku usaha tidak turut pada peraturan perundang-

undangan ketika menjalankan kegiatan usahanya dan semata-mata mengutamakan 

keuntungan tanpa mengindahkan hak dan kewajiban konsumen, serta pelaku usaha sesuai 

dengan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.(Desiani & Kerti, 

2023) Akibat adanya klausul yang menyatakan “tidak dapat melakukan pengembalian 

tiket”, banyak konsumen yang merasa dirugikan. Konsumen merasa dirugikan karena 

hak mereka sebagai konsumen dilanggar oleh pelaku usaha.(Desiani & Kerti, 2023) 

Konteks perlindungan konsumen dalam teori Privity of Contract Theory, diartikan 

sebagai teori yang menjelaskan mengapa pelaku usaha tidak berkewajiban untuk 

melindungi konsumen kecuali jika mereka memiliki hubungan kontraktual, yakni  

perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, dengan masing-masing pihak memiliki hak 
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dan kewajiban yang harus dipenuhi.(Roskiyasa & Kerti, 2019) Dengan kata lain, 

kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan konsumen hanya dapat 

dilaksanakan jika terdapat kontrak yang menimbulkan prestasi atau kewajiban yang 

harus dipenuhi olehh kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga 

perlindungan konsumen menjadi aspek yang melekat dalam tanggungjawab hubungan 

kontrak.  

Lebih lanjut, upaya perlindungan terhadap konsumen tidak dapat hanya diserahkan 

pada itikad baik pelaku usaha, melainkan memerlukan instrumen hukum yang efektif 

untuk mencegah dan menindak klausul yang merugikan. Penyelenggara festival sebagai 

pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, 

tidak hanya dalam aspek pelaksanaan acara, namun juga dalam hal pemberian 

kompensasi ketika terjadi gangguan atau pembatalan yang berada di luar kendali 

konsumen.(Diharianto & Lutfi, 2024) Penguatan pengawasan terhadap klausul baku juga 

menjadi bagian penting dari perlindungan hukum preventif, sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 18 UUPK. 

Konser ataupun festival merupakan acara yang masuk ke ranah sektor ekonomi 

kreatif. Sektor ekonomi kreatif di Indonesia berkembang secara pesat dan signifikan 

dalam waktu beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, dibalik kemajuan tersebut, muncul 

berbagai persoalan hukum yang menyangkut perlindungan konsumen, seperti halnya 

kasus yang diangkat pada kasus ini. Praktiknya, pembeli tiket harus menyetujui klausul 

baku yang mengatur hak dan kewajiban mereka, termasuk klausul eksonerasi yang 

membebaskan penyelenggara dari tanggungjawab jika terjadi pembatalan atau acara 

yang tertunda. Klausul sejenis ini sangat merugikan konsumen karena hak mereka 

dibatasi untuk mendapatkan pengembalian dana, terutama dalam situasi yang terjadi di 

luar kendali konsumen.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat klausul baku yang 

muncul dari keprihatinan terhadap perlindungan konsumen yang masih kurang optimal. 

Klausul baku yang menjadi objek kajian menyatakan bahwa “tiket yang telah dibeli tidak 

dapat dikembalikan” menimbulkan persoalan karena secara sepihak membebankan risiko 

kerugian kepada konsumen. Penulis ingin mengkaji terhadap dua rumusan masalah, yaitu 

apakah klausul non-refundable menciptakan ketimpangan hukum yang bertentangan 

dengan prinsip keadilan bagi konsumen dan bagaimana upaya hukum yang dapat 

ditempuh oleh konsumen atas wanprestasi pengembalian dana tiket. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum 

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, 

khususnya yang berkaitan dengan klausul non-refundable dalam perjanjian pembelian 
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tiket festival musik. Penelitian ini menelaah kesesuaian klausul non-refundable dalam 

tiket We The Fest 2023 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK).  

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan klausul non-refundable dalam 

perjanjian baku tiket festival musik serta akibat hukumnya terhadap konsumen. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama, 

yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal 

ilmiah, dan karya tulis hukum yang relevan dengan objek penelitian. Untuk mendukung 

data sekunder, digunakan data primer berupa wawancara dengan konsumen yang 

dirugikan akibat penerapan klausul non-refundable dalam pembelian tiket We The Fest 

2023. 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan 

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan asas keadilan dalam perjanjian, 

sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan logika 

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk 

menjelaskan dan menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus, yaitu penerapan 

klausul non-refundable dalam tiket We The Fest 2023 dan upaya hukum yang dapat 

ditempuh oleh konsumen. 

 

C. PEMBAHASAN 

 

Ketimpangan Hukum dan Asas Keadilan pada Klausul Non-Refundable 

 

Industri hiburan di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan festival musik, 

mengalami peningkatan yang nyata dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Festival 

berskala besar seperti We The Fest menjadi magnet utama yang menarik ribuan 

pengunjung setiap tahunnya. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul persoalan 

hukum yang kompleks, terutama terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi 

pembelian tiket festival. Klausul non-refundable dalam kontrak We The Fest 2023 

menyatakan, “Pengisi acara dapat sewaktu-waktu berubah atau tidak berpartisipasi pada 

festival ini sama sekali. Jika hal tersebut terjadi, tidak akan ada pengembalian uang”.  

Salah satu praktik yang kerap menimbulkan persoalan adalah pencantuman 

klausul non-refundable yang diterapkan secara sepihak oleh penyelenggara festival 

musik. Klausul ini pada dasarnya menyatakan bahwa pembelian tiket bersifat final dan 
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tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, termasuk pembatalan penampilan oleh 

penyelenggara. Padahal keadaan kedepannya yang akan terjadi terkadang diluar kendali 

manusia, sehingga adanya klausul ini dapat merugikan pihak konsumen. 

Peristiwa hukum yang terjadi antara penyelenggara We The Fest dan konsumen 

adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sebagai pihak yang terlibat, 

sebuah peristiwa hukum yang terjadi dari perikatan yang lahir dari kontrak atau 

perjanjian. Kontrak diartikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) bahwa, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau 

lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Konsumen sebelum membeli 

tiket wajib membaca terlebih dahulu klausul yang dimuat oleh penyelenggara dan ketika 

konsumen akhirnya membeli, maka hubungan kontrak akhirnya telah terjalin.  

Perjanjian yang timbul dari akibat hukum, yakni lahirnya hak dan kewajiban para 

pihak yang mengadakan perjanjian, maka satu pihak berhak atas prestasi dan pihak 

lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Para penonton sebagai konsumen adalah 

pihak yang berhak atas prestasi dan penyelenggara We The Fest berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi itu. Pasal 1234 KUHPerdata telah menyebutkan apa yang menjadi 

tujuan dari prestasi itu, ”Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 

sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. 

Nilai moral yang baik apabila diselaraskan dengan keadilan, hal tersebut akan 

menciptakan keadilan yang diidamkan oleh hukum dan moralitas. Sebagai bentuk upaya 

mewujudkan keadilan, hukum menjadikan asas keadilan sebagai dasar utama dalam 

kehidupan bermasyarakat. Suatu perjanjian dengan memenuhi hak dan kewajiban yang 

terjalin didalamnya dapat dikatakan adil dan juga baik secara moral, untuk memenuhi 

hukum yang ditetapkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.(Halim n.d.) 

Jual beli adalah perjanjian yang menunjukkan kesepakatan di mana penjual 

menyerahkan barang kepada pembeli, yang kemudian membayar sejumlah uang.(Br. 

Sitompul & Kerti, 25) Untuk mempermudah transaksi bisnis, sering digunakan perjanjian 

baku yang sudah disusun sebelumnya agar tidak perlu membuat perjanjian baru setiap 

kali transaksi. Namun, perjanjian baku yang biasanya dilakukan itu berisi klausul yang 

lebih menguntungkan satu pihak dibanding pihak lain.(Br. Sitompul & Kerti, 2025) 

Penerapan klausul non-refundable secara sepihak sesungguhnya menciptakan 

ketimpangan hukum yang mendasar. Dalam transaksi bisnis, khususnya pada sektor jasa 

hiburan, terdapat perbedaan posisi tawar yang mencolok antara penyelenggara sebagai 

pelaku usaha dan konsumen sebagai pengguna jasa. Konsumen tidak diberikan ruang 

untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak, melainkan hanya dapat menerima atau 

menolak keseluruhan syarat yang telah ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara. 

Hal inilah yang menempatkan konsumen pada posisi yang lemah secara hukum, 

sekaligus membuka peluang terjadinya praktik eksploitatif dalam kontrak baku.(Ngurah, 

Kusuma & Wiryawan n.d.) 
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Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) telah secara tegas mengatur dengan menyebutkan sekumpulan hak 

yang dimiliki konsumen. Terkhusus Pasal 4 huruf a UUPK menyatakan bahwa “Hak 

konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dalam kasus We The Fest 2023, pembatalan 

sepihak penampilan The 1975 tanpa pengembalian dana telah mengabaikan hak-hak 

tersebut. Konsumen yang telah membeli tiket berhak atas kenyamanan dalam menikmati 

layanan sebagaimana yang dijanjikan. Ketika janji tersebut dilanggar tanpa kompensasi, 

konsumen mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. Selain itu, Pasal 4 

huruf b UUPK juga menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang 

dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi yang dijanjikan. Dalam konteks ini, konsumen telah memilih untuk membeli tiket 

dengan harapan mendapatkan pertunjukan yang diiklankan, termasuk penampilan The 

1975. Ketika pertunjukan tersebut dibatalkan tanpa pengembalian dana, hak konsumen 

untuk memperoleh jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang dibayarkan menjadi 

terlanggar.  

Pencantuman klausul non-refundable oleh penyelenggara We The Fest 2023 yang 

meniadakan hak konsumen untuk memperoleh pengembalian dana secara tegas 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa 

pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pelaku usaha 

berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan konsumen atas barang atau 

jasa yang dibeli. Dalam kasus ini, pembatalan sepihak penampilan The 1975 tanpa 

pengembalian dana secara langsung menghilangkan hak konsumen atas pengembalian 

pembayaran tiket yang telah dilakukan. Hasil dari wawancara dengan beberapa korban, 

mereka menyatakan merasa sangat dirugikan karena tidak hanya kehilangan nilai 

ekonomis tiket, tetapi juga mengalami kerugian emosional dan rasa kecewa mendalam 

karena penampilan utama yang menjadi alasan utama pembelian tiket tidak terealisasi. 

Selain itu, pihak penyelenggara tidak membuka ruang negosiasi atau diskusi mengenai 

pengembalian dana, sehingga konsumen dipaksa untuk menerima risiko sepenuhnya. 

Dewasa ini, terpenuhinya asas keadilan tidak dapat diwujudkan karena prestasi 

yang seharusnya dipenuhi tidak terpenuhi oleh pihak We The Fest dan letak keadilan oleh 

hukum dalam perjanjian dengan memberi hak kepada pihak lain untuk menuntut 

pemenuhan kewajiban pada pihak yang menjadi penyelenggara disertai ganti kerugian.  

Asas keadilan merupakan bagian dari prinsip hukum perdata Indonesia yang 

bersumber dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya 

mengikat secara hukum, tetapi juga wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Memang 

pada pasal tersebut juga termaktub mengenai asas kebebasan berkontrak, yang tertuang 

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Kebebasan berkontrak perlu diinterpretasikan 
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dalam sudut pandang pemikiran, yang menunjukkan keseimbangan dalam kedudukan, 

hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, sehingga sulit untuk mencapai keadilan 

karena harus didasarkan pada kedudukan negosiasi yang setara antara para pihak. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang 

salah satunya adalah asas keadilan. Asas ini menuntut keseimbangan hak dan kewajiban 

antara pelaku usaha dan konsumen. Penerapan klausul non-refundable yang ditetapkan 

sepihak oleh penyelenggara We The Fest 2023 secara nyata telah mengesampingkan asas 

keadilan. Klausul tersebut meniadakan hak konsumen untuk memperoleh pengembalian 

dana atas pembatalan yang terjadi bukan karena kesalahan konsumen. Hasil wawancara 

dengan sejumlah korban menunjukkan bahwa mereka menyatakan telah memenuhi 

kewajibannya dengan membayar tiket secara penuh, namun hak mereka untuk 

mendapatkan jasa yang sesuai justru diabaikan. Tidak adanya refund yang bisa diajukan 

dan tidak ada solusi alternatif maupun kompensasi yang diberikan oleh pihak 

penyelenggara We The Fest memperlihatkan ketimpangan hukum, di mana konsumen 

telah melaksanakan kewajibannya, tetapi hak-haknya tidak dihormati oleh pelaku usaha.  

Penerapan klausul yang sepenuhnya menguntungkan penyelenggara, sementara 

meniadakan hak konsumen, jelas melanggar asas keadilan kontraktual. (Indonesia 

2024:141) Dalam konteks ini, menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak yang 

absolut harus dibatasi oleh prinsip perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah agar 

tercipta keadilan substantif dalam hubungan kontraktual.(Febriani, 2022)  

Adanya fungsi dari prinsip lex specialis derogat legi generali berguna untuk 

permasalahan ini, dengan menyatakan bahwa ketentuan khusus (UUPK) 

mengesampingkan ketentuan umumm (KUHPerdata). Meskipun Pasal 1338 

KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para 

pihak agar dapat menentukan isi klausul secara bebas dan mengikat, asasnya tidak 

bersifat mutlak dalam konteks perlindungan konsumen. Klausul yang bersifat non-

refundable dan merugikan konsumen sebagaimana Pasal 4 juncto dan Pasal 18 ayat (1) 

huruf c UUPK tidak dapat dibenarkan hanya atas dasar asas kebebasan berkontrak. 

Pelaksanaan kontrak harus tetap memperhatikan asas itikad baik dan keadilan demi 

melingungi hak-hak konsumen, khususnya dalam situasi force majeure yang berada di 

luar kendali para pihak. 

Berdasarkan hal tersebut keberadaan klausul non-refundable dalam perjanjian tiket 

seperti pada We The Fest 2023 merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan pelaku 

usaha dalam perjanjian baku dengan mementingkan kepentingannya dibanding dengan 

kepentingan konsumen. Dalam kontrak baku, konsumen tidak diberi ruang untuk 

melakukan perundingan sehingga secara yuridis, klausul ini mengandung unsur paksaan 

ekonomi yang melanggar kebebasan berkontrak yang sehat. Klausul ini bertentangan 

dengan prinsip keadilan kontraktual yang mensyaratkan timbal balik yang adil antara hak 
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dan kewajiban para pihak. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa klausul non-

refundable dalam konteks ini harus dianggap batal demi hukum karena bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 18 UUPK dan melanggar asas keadilan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 UUPK. 

Ketimpangan hukum dalam klausul non-refundable juga diperkuat oleh lemahnya 

pengawasan preventif dari otoritas perlindungan konsumen di Indonesia. Pengawasan 

yang efektif terhadap klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf c UUPK 

seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah melalui Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN), namun hingga kini pengawasannya belum berjalan secara optimal. 

(Diharianto & Lutfi, 2024) Guna dari pengawasan preventif yang bertujuan untuk 

mencegah pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang berpotensi merugikan 

konsumen sebelum perjanjian digunakan dalam transaksi. Hal ini begitu penting dalam 

mencegah praktik klausul yang merugikan konsumen secara sepihak.  

 

Upaya Hukum Konsumen atas Wanprestasi Pengembalian Dana Tiket 

 

Kasus We The Fest 2023, pembatalan penampilan band The 1975 yang dilakukan 

secara sepihak tanpa adanya pengembalian dana bagi pemegang tiket menjadi contoh 

konkret bagaimana klausul non-refundable diterapkan secara merugikan konsumen. 

Peristiwa tersebut, konsumen kehilangan hak atas pertunjukan sebagaimana yang 

dijanjikan ketika membeli tiket, namun tetap tidak diberikan pengembalian dana yang 

seharusnya menjadi haknya. Penyelenggara dengan mudah menggunakan klausul non-

refundable untuk meniadakan tanggung jawabnya, padahal secara hukum, hal ini dapat 

dikategorikan sebagai wanprestasi. (Subekti, 2004: 51) 

Perlindungan konsumen tidak hanya berhenti pada tahap perumusan peraturan, 

melainkan harus diikuti dengan penerapan yang konsisten dan efektif. Tanpa pelaksanaan 

yang nyata, peraturan tersebut hanya akan menjadi teks normatif tanpa kekuatan yang 

dapat melindungi konsumen. Oleh karena itu, pemerintah bersama lembaga terkait perlu 

memastikan tersedianya sumber daya yang memadai serta membangun komitmen yang 

kuat dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.(Widiarty, 2024:7) 

Teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini 

menyatakan bahwa siapa pun yang menimbulkan kerugian atas pihak lain, baik secara 

kontraktual maupun melawan hukum, wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang 

ditimbulkan.(Sjahdeini, 2007:112) Penyelenggara yang gagal memenuhi kewajibannya 

dalam menghadirkan artis utama dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi yang 

menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga konsumen berhak atas ganti kerugian. 

Di sisi lain, praktik klausul non-refundable juga mengandung ketidaksesuaian dengan 

prinsip good faith (itikad baik) yang merupakan bagian integral dalam pembentukan 

kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Penerapan pada pasal ini 
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berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen yang adil sebagaimana diatur 

dalam UUPK. 

Itikad baik dalam perjanjian tidak hanya berlaku dalam fase pembentukan kontrak, 

tetapi juga dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya. Dengan mengesampingkan hak 

konsumen atas pengembalian dana, penyelenggara telah mengabaikan prinsip itikad baik 

dalam pelaksanaan kontrak.(Diharianto & Lutfi, 2024) Klausul yang membebaskan 

penyelenggara dari kewajiban pengembalian dana ketika pengisi acara berubah atau batal 

tampil menempatkan konsumen pada posisi yang sangat dirugikan tanpa adanya 

kompensasi, sehingga bertentangan dengan asas keadilan. 

Pembatalan sepihak penampilan bintang utama dalam sebuah festival musik, 

sebagaimana terjadi dalam kasus We The Fest 2023, menimbulkan konsekuensi hukum 

yang signifikan bagi konsumen. Pada situasi tersebut, konsumen merupakan pihak yang 

menderita akibat kerugian berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari 

penyelenggara festival atas tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. 

Pasal 4 huruf h UUPK memberikan penegasan terkait hak konsumen dalam persoalan 

kerugian, yakni secara tegas memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh 

kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Bila dikaitkan dengan 

kasus We The Fest 2023, pembatalan sepihak penampilan The 1975 tanpa pengembalian 

dana merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam 

ketentuan tersebut. Tiket yang dibeli konsumen memberikan hak untuk menikmati 

seluruh rangkaian acara yang telah diumumkan, termasuk penampilan The 1975 sebagai 

daya tarik utama. Ketika layanan tersebut dibatalkan tanpa adanya kompensasi atau opsi 

penggantian yang layak, hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi menjadi hilang. 

Berdasarkan hasil wawancara, para korban menyampaikan bahwa penyelenggara tidak 

menyediakan informasi yang jelas terkait kebijakan kompensasi, bahkan tidak 

memberikan pilihan pengembalian dana. 

Selain itu, Pasal 19 ayat (1) UUPK juga mengatur secara eksplisit terkait ganti 

kerugian yang akan dilakukan oleh pelaku usaha, “Pelaku usaha bertanggungjawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Jika pihak 

penyelenggara, yakni We The Fest menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan atas 

ganti rugi kepada konsumen, maka konsumen dapat mengajukan gugatan melalui badan 

penyelesaian sengketa mereka terhadap We The Fest sebagaimana yang telah diatur 

dalam Pasal 23 UUPK. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan pelaku usaha yang 

menolak, tidak menanggapi, dan/atau tetap tidak memenuhi kewajiban ganti rugi atas 

tuntutan konsumen dapat diajukan gugatan melalui BPSK. 

Dalam konteks tersebut, pembatalan sepihak oleh penyelenggara konser dapat 

dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban pelaku usaha 
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mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan serta memberikan kompensasi atas 

kerugian nyata yang dialami konsumen, termasuk kerugian non-materiil yang timbul 

akibat batalnya pertunjukan yang telah dinantikan oleh konsumen. (Iskandar n.d.) Selain 

itu, kondisi ini juga menggaris bawahi bahwa konsumen berhak memperoleh informasi 

yang jelas, benar, dan lengkap dari pelaku usaha. Kegagalan dalam memenuhi hak ini 

merupakan pelanggaran terhadap prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menuntut pelaku usaha untuk 

melaksanakan itikad baik dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi 

konsumen. (Desiani & Kerti, 2023) 

Kegagalan promotor dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparansi 

terkait pembatalan bintang tamu dalam kasus We The Fest 2023 termasuk ketidakjelasan 

refund dan tanpa adanya alasan force majeure telah melanggar prinsip keterbukaan 

informasi dan amanat Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UUPK. Sebagaimana Pasal 45 

UUPK, konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa yang dapat 

diselesaikan litigasi atau non-litigasi. Konsumen berhak menuntut pemenuhan haknya 

atas pemulihan yang layak atas kerugian yang dialami, sebagaimana diatur dalam Pasal 

4 huruf a, b, c, dan h UUPK yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, informasi 

yang benar, serta kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Secara non-litigasi, konsumen dapat mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UUPK. BPSK 

memberikan opsi penyelesaian sengketa yang relatif cepat, sederhana, dan biaya ringan, 

sehingga menjadi pilihan efektif bagi konsumen yang dirugikan. Putusan BPSK ini 

bersifat final yang berarti tidak membutuhkan Upaya hukum biasa dan bersifat 

eksekutorial. (Tanggung Jawab BPKN dan BPSK, 2024:182). Berdasarkan Permendag 

Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007, BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 

sengketa melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Apabila ditemukan 

pelanggaran oleh pelaku usaha, BPSK dapat memberikan sanksi administratif sebagai 

bentuk penegakan hukum. Proses penyelesaian sengketa oleh BPSK wajib diselesaikan 

dalam waktu 21 hari kerja sejak diterimanya pengaduan, dengan putusan yang bersifat 

final dan mengikat. Namun, pihak yang merasa tidak puas atas putusan tersebut masih 

memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. (Br. Sitompul & Kerti, 2025).  

Di sisi lain, apabila konsumen memilih jalur litigasi, gugatan dapat diajukan ke 

pengadilan negeri berdasarkan dasar wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 

dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya 

kelalaian dari pihak pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. 

Selain wanprestasi, tindakan pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban informasi, 

melakukan pembatalan sepihak tanpa alasan sah, atau bertindak melawan asas keadilan, 
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juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan 

Pasal 1365 KUHPerdata. 

Konsumen yang dirugikan akibat pembatalan sepihak penampilan bintang utama 

dalam sebuah festival musik tanpa adanya pengembalian dana memiliki kedudukan 

hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum 

yang diberikan kepada konsumen mencakup perlindungan atas hak-hak mereka secara 

menyeluruh. Perlindungan ini diperkuat melalui keberadaan undang-undang khusus yang 

secara tegas bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pelaku usaha. 

(Susanto, 2008:4) Dengan adanya payung hukum tersebut, konsumen memiliki berbagai 

upaya hukum yang dapat ditempuh sebagai langkah memperoleh keadilan dan ganti rugi 

atas kerugian yang dialaminya. 

 

 

 

 

D. Kesimpulan 

 

1. Penerapan klausul non-refundable dalam perjanjian pembelian tiket festival 

musik, sebagaimana terjadi dalam kasus We The Fest 2023, menciptakan 

ketimpangan hukum yang nyata karena menempatkan konsumen dalam posisi 

yang lemah secara hukum dan secara sepihak menghapus hak mereka untuk 

memperoleh pengembalian dana atas pembatalan sepihak penampilan artis 

utama, sehingga bertentangan dengan asas keadilan kontraktual sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan melanggar ketentuan dan asas 

perlindungan konsumen dalam UUPK. Ketimpangan ini menunjukkan adanya 

penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha dalam kontrak baku, yang 

secara substantif bertentangan dengan asas keseimbangan, keadilan, dan 

perlindungan konsumen sebagai pihak yang rentan. 

2. Konsumen yang dirugikan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut 

pemulihan haknya baik melalui jalur litigasi dengan gugatan wanprestasi dan 

perbuatan melawan hukum, maupun melalui jalur non-litigasi ke Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan pengawasan hukum terhadap klausula baku, reformulasi regulasi yang 

melindungi keseimbangan para pihak, serta penegakan asas keadilan kontraktual 

dalam seluruh transaksi jasa hiburan untuk mewujudkan perlindungan konsumen 

yang efektif dan berkeadilan. 
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based on Law Number 8 of 1999 Consumer 

Protection and the legal remedies consumers. 

have the right to 

dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) 

of the 

UUPK, and declared null and void by law. 

penyelesaian sengketa melalui Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun gugatan 

One of the is the inclusion of 

in 

The analysis that the 
application of the 
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Abstrak 

Perkembangan industri festival musik di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, namun muncul 

permasalahan hukum terkait perlindungan konsumen. Salah satunya adalah pencantuman klausul non- 

refundable dalam pembelian tiket konser, seperti yang terjadi pada We The Fest 2023. Kasus pembatalan 

sepihak penampilan The 1975 tanpa pengembalian dana menimbulkan polemik. Penelitian ini mengkaji 

ketimpangan hukum yang ditimbulkan oleh klausul non-refundable berdasarkan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta upaya hukum yang dapat ditempuh 

konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa klausul non-refundable yang diterapkan secara sepihak 

bertentangan dengan asas keadilan dan ketentuan UUPK, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. 

Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menempuh jalur 

, gugatan wanprestasi, perbuatan melawan 

hukum. Penelitian ini merekomendasikan penghapusan klausul non-refundable yang merugikan konsumen 

dan perlunya penguatan pengawasan terhadap klausula baku di sektor hiburan. 

Kata kunci: Asas Keadilan; Upaya Hukum; Festival Musik; Klausul Non-Refundable; Perlindungan 

Konsumen. 

 

Abstract 

The music festival industry in Indonesia has experienced significant growth; however, legal issues 

concerning consumer protection have emerged. main concerns non- 

refundAable clauses concert ticket purchases, as seen in the We The Fest 2023 event. The unilateral 

cancellation of The 1975’s performance without a refund sparked controversy. This study examines the 

legal imbalance caused by the non-refundable clause 

(UUPK) available to 

non-refundable clause contradicts 
Consumers who suffer losses 

pursue , file a breach of 

contract lawsuit, or file a tort claim. This study recommends the elimination of non-refundable clauses that 

disadvantage consumers and emphasizes the need to strengthen oversight of standard clauses in the 

entertainment sector. 

21 

73 

39 

24 

44 

68 

thus, should be 

 on 
reveals unilateral   

the principle of justice and the provisions  
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Keywords: Consumer Protection; Legal Remedies; Music Festiva;, Non-Refundable Claus; Principle of 

Justice. 

A. PENDAHULUAN 

Pasca pandemi, sektor ekonomi kreatif tercatat mengalami pemulihan yang relatif 

lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pada tahun 2019, sektor ini 

mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,9%, namun mengalami kontraksi menjadi -0,5% 

pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi. Meskipun demikian, sektor ekonomi 

kreatif kembali menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 2,9% pada tahun 

2021. Bahkan, pada triwulan pertama tahun 2024, nilai tambah yang dihasilkan oleh 

sektor ini diperkirakan mencapai Rp749,58 triliun, atau sekitar 55,65% dari total target 

Rp1.347 triliun yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Khususnya perkembangan industri 

hiburan, seperti festival musik yang telah mengalami peningkatan signifikan di Indonesia 

dalam beberapa tahun terakhir.(Warta Ekonomi, 2024) 

Festival musik bersekala besar seperti We The Fest merupakan contoh nyata yang 

berhasil menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya, menciptakan dampak ekonomi 

yang besar dan menjadi bagian penting dari gaya hidup urban. Namun, pesatnya 

perkembangan ini tidak selalu diiringi dengan kepastian hukum yang melindungi 

konsumen secara optimal. Permasalahan hukum muncul ketika penyelenggara 

mencantumkan klausul non-refundable dalam syarat dan ketentuan pembelian tiket, 

yang pada praktiknya meniadakan hak konsumen untuk mendapatkan pengembalian 

dana, bahkan dalam situasi pembatalan sepihak oleh penyelenggara. 

Kasus We The Fest 2023 menjadi sorotan ketika pembatalan sepihak penampilan 

band internasional The 1975 dilakukan tanpa adanya kompensasi bagi pemegang tiket, 

yang kemudian memicu ketidakpuasan publik serta menimbulkan polemik mengenai 

kepatutan klausul non-refundable dari segi hukum. Dalam ketentuan resmi di laman We 

The Fest, disebutkan bahwa “Pengisi acara dapat sewaktu-waktu berubah atau tidak 

berpartisipasi pada festival ini sama sekali. Jika hal tersebut terjadi, tidak akan ada 

pengembalian uang.” Fenomena serupa juga tampak pada penyelenggaraan Simfoni 

Untuk Bangsa 2025 oleh JCO Digital Concert Hall yang secara eksplisit mencantumkan 

klausul “Tiket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dalam situasi dan kondisi apa 

pun.” Kedua kasus ini mencerminkan praktik pencantuman klausula baku yang 

cenderung menempatkan konsumen dalam posisi lemah serta menimbulkan persoalan 

hukum dalam konteks perlindungan konsumen. 

Tidak hanya We The Fest, konser “We All Are One” K-pop Concert di Jakarta 

yang mengalami penundaan tanpa kejelasan kompensasi bagi penonton, kasus yang sama 

juga terjadi pada konser Hammersonic Festival pada tahun 2020. Pembelian tiket tersebut 

dapat dibeli melalui Traveloka. Pihak promotor membatalkan acara karena adanya wabah 

Covid-19 yang terjadi pada tahun tersebut. Permasalahannya adalah Traveloka maupun 

Hammersonic menolak pengajuan pengembalian dengan alasan acara di-reschedule 

https://doi.org/10.25105/amicus.v3i1.25696
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bertujuan  menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur 

kepastian hukum, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) 

ini bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta 

perlindungan konsumen teori Privity of Contract 

pelaku usaha tidak berkewajiban untuk 

konsumen 

pengawasan yang lebih ketat 

dalam perjanjian 

yang menyatakan “tidak dapat melakukan pengembalian 

hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan 

jujur untuk mendapatkan 

hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha sesuai 

dengan sebagaimana diatur dalam 

baku merugikan konsumen keadilan 

didasarkan pada kebebasan berkontrak, tetapi juga memperhatikan 

keseimbangan 

dalam Pasal 4 dan Pasal ayat (1) huruf 

hak sebagai konsumen pelaku usaha. 

cenderung 

yang lebih lemah 

menjadi 15-17 Januari 2021. Seharusnya pembatalan yang dilakukan karena force 

majeure secara otomatis dilakukan pengembalian. Serta festival musik Gudfest di Jakarta 

yang dibatalkan tanpa kepastian pengembalian dana. 

Secara yuridis, 

kompensasi apabila dirugikan telah dijamin 

dalam 

kehadirannya 

(Hamid, 2017:4) khususnya 18 

a. Penerapan klausul non-refund secara sepihak dapat digolongkan sebagai bentuk 

klausul yang dan bertentangan dengan asas 

kontraktual. Hal ini menunjukkan perlunya  terhadap klausul 

jasa berbasis massa seperti konser musik, karena konsumen tidak 

memiliki posisi tawar yang seimbang dalam menentukan isi kontrak. Ketimpangan ini 

tercermin dari kurangnya akses terhadap penyelesaian sengketa serta belum optimalnya 

pelaksanaan prinsip tanggung jawab penyelenggara sebagai pelaku usaha yang 

menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi terhadap pembatalan sepihak. 

Klausul semacam ini berpotensi memperlemah prinsip tanggung jawab kontraktual 

dalam hukum perdata, serta mencerminkan praktik ketidakadilan terhadap konsumen 

dalam relasi bisnis.(Br Sitompul & Kerti, 2025) Ketidakseimbangan antara konsumen 

dan produsen juga sering kali terjadi, di mana konsumen berada dalam posisi 

dalam hal perlindungan. (Zulham, 2016:1) Selain itu, ketentuan yang 

tidak mencantumkan mekanisme penyelesaian atau alternatif kompensasi ketika terjadi 

pembatalan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip 

perlindungan hukum bagi konsumen jasa hiburan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji 

mengingat hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen tidak semata-mata 

asas harus asas 

keadilan dan dalam perjanjian.(Alhady & Purnamasari, 2025) 

Seringkali didapati pelaku-pelaku usaha tidak turut pada peraturan perundang- 

undangan ketika menjalankan kegiatan usahanya dan semata-mata mengutamakan 

keuntungan tanpa mengindahkan serta 

yang peraturan perundang-undangan.(Desiani & Kerti, 

2023) Akibat adanya klausul 

tiket”, banyak konsumen yang merasa dirugikan. Konsumen merasa dirugikan karena 

mereka dilanggar oleh 

Konteks dalam 

sebagai teori yang menjelaskan mengapa 

melindungi kecuali jika mereka memiliki hubungan kontraktual, yakni 

perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, dengan masing-masing pihak memiliki hak 

(Desiani & Kerti, 2023) 

Theory, diartikan 

3 

67 

11 

95 

26 

26 

37 

27 

27 

29 

34 

62 

100 

, 

serta 
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tersebut, muncul 

berbagai persoalan hukum yang menyangkut perlindungan 

METODE PENELITIAN 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen, 

dalam namun dalam 

konsumen dan upaya hukum yang dapat 

ditempuh oleh konsumen 

juga 

menjadi bagian penting dari perlindungan hukum preventif, 

pendekatan terhadap asas-asas hukum 

serta 

90 

dan kewajiban yang harus dipenuhi.(Roskiyasa & Kerti, 2019) Dengan kata lain, 

kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan konsumen hanya dapat 

dilaksanakan jika terdapat kontrak yang menimbulkan prestasi atau kewajiban yang 

harus dipenuhi olehh kedua belah pihak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga 

perlindungan konsumen menjadi aspek yang melekat dalam tanggungjawab hubungan 

kontrak. 

Lebih lanjut, upaya perlindungan terhadap konsumen tidak dapat hanya diserahkan 

pada itikad baik pelaku usaha, melainkan memerlukan instrumen hukum yang efektif 

untuk mencegah dan menindak klausul yang merugikan. Penyelenggara festival sebagai 

pelaku usaha memiliki kewajiban 

tidak hanya aspek pelaksanaan acara, juga hal pemberian 

kompensasi ketika terjadi gangguan atau pembatalan yang berada di luar kendali 

konsumen.(Diharianto & Lutfi, 2024) Penguatan pengawasan terhadap klausul baku 

sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 18 UUPK. 

Konser ataupun festival merupakan acara yang masuk ke ranah sektor ekonomi 

kreatif. Sektor ekonomi kreatif di Indonesia berkembang secara pesat dan signifikan 

dalam waktu beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, dibalik kemajuan 

konsumen, seperti halnya 

kasus yang diangkat pada kasus ini. Praktiknya, pembeli tiket harus menyetujui klausul 

baku yang mengatur hak dan kewajiban mereka, termasuk klausul eksonerasi yang 

membebaskan penyelenggara dari tanggungjawab jika terjadi pembatalan atau acara 

yang tertunda. Klausul sejenis ini sangat merugikan konsumen karena hak mereka 

dibatasi untuk mendapatkan pengembalian dana, terutama dalam situasi yang terjadi di 

luar kendali konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat klausul baku yang 

muncul dari keprihatinan terhadap perlindungan konsumen yang masih kurang optimal. 

Klausul baku yang menjadi objek kajian menyatakan bahwa “tiket yang telah dibeli tidak 

dapat dikembalikan” menimbulkan persoalan karena secara sepihak membebankan risiko 

kerugian kepada konsumen. Penulis ingin mengkaji terhadap dua rumusan masalah, yaitu 

apakah klausul non-refundable menciptakan ketimpangan hukum yang bertentangan 

dengan prinsip keadilan bagi bagaimana 

atas wanprestasi pengembalian dana tiket. 

 

B. 

Tipe 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, 

khususnya yang berkaitan dengan klausul non-refundable dalam perjanjian pembelian 

13 

15 

46 

53 

55 
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We The Fest 

Pengisi acara dapat sewaktu-waktu berubah atau tidak berpartisipasi pada 

ini sama sekali. Jika hal tersebut terjadi, tidak akan ada pengembalian uang” 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

Namun, di balik tersebut, muncul persoalan 

hukum yang terutama 

deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum untuk 

menjawab permasalahan hukum yang bersifat khusus, 

Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal 

ilmiah, dan hukum yang relevan dengan 

peraturan perundang-undangan, serta literatur 

yang dengan perlindungan konsumen dalam perjanjian, 

sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang 

dalam penelitian ini 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan 

mempelajari 

Untuk mendukung 

data sekunder, data primer wawancara dengan 

memberikan gambaran 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai penerapan 

upaya hukum yang dapat 

ditempuh oleh konsumen. 

klausul non-refundable dalam 

perjanjian baku 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) 

dan 

tiket festival musik. Penelitian ini menelaah kesesuaian klausul non-refundable dalam 

tiket We The Fest 2023 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (UUPK). 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk 

secara 

tiket festival musik serta akibat hukumnya terhadap konsumen. 

sebagai data utama, 

meliputi 

. 

  

digunakan berupa konsumen yang 

dirugikan akibat penerapan klausul non-refundable dalam pembelian tiket We The Fest 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PEMBAHASAN 

 

Ketimpangan Hukum dan Asas Keadilan pada Klausul Non-Refundable 

 

Industri hiburan di Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan festival musik, 

mengalami peningkatan yang nyata dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Festival 

berskala besar seperti We The Fest menjadi magnet utama yang menarik ribuan 

pengunjung setiap tahunnya. pertumbuhan 

kompleks, terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi 

pembelian tiket festival. Klausul non-refundable dalam kontrak 2023 

menyatakan, “ 

festival . 

Salah satu praktik yang kerap menimbulkan persoalan adalah pencantuman 

klausul non-refundable yang diterapkan secara sepihak oleh penyelenggara festival 

musik. Klausul ini pada dasarnya menyatakan bahwa pembelian tiket bersifat final dan 

karya tulis objek penelitian. 

Penarikan kesimpulan 

diteliti. 

dilakukan dengan menggunakan logika 

menjelaskan dan 

klausul non-refundable dalam tiket We The Fest 2023 dan 

yaitu penerapan 

dan asas keadilan berkaitan 

doktrin hukum, dan menelaah 

2 

6 

13 

14 

83 

20 

64 

45 

32 

35 

65 

81 

78 
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Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 

sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” 

yang 

satu berhak atas prestasi 

berkewajiban 

tidak diberikan ruang 

untuk melakukan terhadap isi hanya dapat menerima atau 

menolak keseluruhan 

menempatkan konsumen pada posisi yang lemah secara hukum, 

oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. 

Jual beli perjanjian 

adalah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli 

antara penyelenggara sebagai 

pelaku usaha dan sebagai Konsumen 

kesepakatan di mana penjual 

menyerahkan barang pembeli, membayar 

tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, termasuk pembatalan 

untuk 

memenuhi prestasi Pasal 1234 KUHPerdata yang 

pihak yang terlibat, 

peristiwa hukum yang terjadi 

telah ditentukan secara sepihak oleh 

yang 

pihak yang berhak atas prestasi dan 

akibat hukum, yakni hak dan kewajiban 

KUHPerdata) persetujuan dimana 

mengikatkan diri 

penampilan oleh 

penyelenggara. Padahal keadaan kedepannya yang akan terjadi terkadang diluar kendali 

manusia, sehingga adanya klausul ini dapat merugikan pihak konsumen. 

Peristiwa hukum yang terjadi antara penyelenggara We The Fest dan konsumen 

sebagai 

sebuah   dari perikatan yang lahir dari kontrak atau 

perjanjian. Kontrak diartikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

( bahwa, “Suatu  adalah suatu perbuatan satu orang atau 

lebih  terhadap satu orang lain atau lebih”. Konsumen sebelum membeli 

tiket wajib membaca terlebih dahulu klausul yang dimuat oleh penyelenggara dan ketika 

konsumen akhirnya membeli, maka hubungan kontrak akhirnya telah terjalin. 

Perjanjian yang timbul dari lahirnya  para 

pihak yang mengadakan perjanjian, maka   pihak  dan pihak 

lainnya untuk memenuhi prestasi. Para penonton sebagai konsumen adalah 

penyelenggara We The Fest berkewajiban 

menjadi 

tujuan dari prestasi itu, ” 

. 

Nilai moral baik apabila diselaraskan dengan keadilan, hal tersebut akan 

menciptakan keadilan yang diidamkan oleh hukum dan moralitas. Sebagai bentuk upaya 

mewujudkan keadilan, hukum menjadikan asas keadilan sebagai dasar utama dalam 

kehidupan bermasyarakat. Suatu perjanjian dengan memenuhi hak dan kewajiban yang 

terjalin didalamnya dapat dikatakan adil dan juga baik secara moral, untuk memenuhi 

hukum yang ditetapkan  (Halim n.d.) 

adalah 

kepada yang kemudian sejumlah uang.(Br. 

Sitompul & Kerti, 25) Untuk mempermudah transaksi bisnis, sering digunakan perjanjian 

baku yang sudah disusun sebelumnya agar tidak perlu membuat perjanjian baru setiap 

kali transaksi. Namun, perjanjian baku yang biasanya dilakukan itu berisi klausul yang 

lebih menguntungkan satu pihak dibanding pihak lain.(Br. Sitompul & Kerti, 2025) 

Penerapan klausul non-refundable secara sepihak sesungguhnya menciptakan 

ketimpangan hukum yang mendasar. Dalam transaksi bisnis, khususnya pada sektor jasa 

hiburan, terdapat perbedaan posisi tawar yang mencolok 

  
 

 

Hal inilah 

negosiasi 
 

 

 

penyelenggara. 

sekaligus membuka peluang terjadinya praktik eksploitatif dalam kontrak baku.(Ngurah, 

Kusuma & Wiryawan n.d.) 

konsumen pengguna jasa. 

syarat yang 

3 

94 

4 

57 

9 

91 

9 

49 

58 

51 76 

66 

74 93 

97 

kontrak, melainkan 

yang menunjukkan 

telah menyebutkan apa itu. 
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Pasal 4 

huruf b UUPK bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih barang 

dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi yang dijanjikan. konsumen 

asas kebebasan berkontrak, yang tertuang 

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 

Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal bahwa 

pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang menyatakan pelaku usaha 

berhak 

hukum perdata yang 

dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian 

secara 

menolak uang yang dibayarkan atas barang atau 

jasa yang dibeli. Dalam 

hak konsumen 

untuk memperoleh jasa sesuai dengan nilai tukar yang 

bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c 

huruf a UUPK 

konsumen adalah hak 

mengkonsumsi Dalam 

konsumen mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil. 

dilaksanakan dengan itikad baik. 

pasal tersebut 

Konsumen yang telah membeli tiket dalam 

4 

telah secara tegas 

1 75 

5 54 

31 
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Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK) mengatur dengan menyebutkan sekumpulan hak 

yang dimiliki konsumen. Terkhusus Pasal 4 menyatakan bahwa “Hak 

atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam 

barang dan/atau jasa”. kasus We The Fest 2023, pembatalan 

sepihak penampilan The 1975 tanpa pengembalian dana telah mengabaikan hak-hak 

tersebut. berhak atas kenyamanan menikmati 

layanan sebagaimana yang dijanjikan. Ketika janji tersebut dilanggar tanpa kompensasi, 

 

 

telah memilih untuk membeli tiket 

dengan harapan mendapatkan pertunjukan yang diiklankan, termasuk penampilan The 

1975. Ketika pertunjukan tersebut dibatalkan tanpa pengembalian dana, 

yang dibayarkan menjadi 

terlanggar. 

Pencantuman klausul non-refundable oleh penyelenggara We The Fest 2023 yang 

meniadakan hak konsumen untuk memperoleh pengembalian dana secara tegas 

 

 

kasus ini, pembatalan sepihak penampilan The 1975 tanpa 

pengembalian dana secara langsung menghilangkan hak konsumen atas pengembalian 

pembayaran tiket yang telah dilakukan. Hasil dari wawancara dengan beberapa korban, 

mereka menyatakan merasa sangat dirugikan karena tidak hanya kehilangan nilai 

ekonomis tiket, tetapi juga mengalami kerugian emosional dan rasa kecewa mendalam 

karena penampilan utama yang menjadi alasan utama pembelian tiket tidak terealisasi. 

Selain itu, pihak penyelenggara tidak membuka ruang negosiasi atau diskusi mengenai 

pengembalian dana, sehingga konsumen dipaksa untuk menerima risiko sepenuhnya. 

Dewasa ini, terpenuhinya asas keadilan tidak dapat diwujudkan karena prestasi 

yang seharusnya dipenuhi tidak terpenuhi oleh pihak We The Fest dan letak keadilan oleh 

hukum dalam perjanjian dengan memberi hak kepada pihak lain untuk menuntut 

pemenuhan kewajiban pada pihak yang menjadi penyelenggara disertai ganti kerugian. 

Asas keadilan merupakan bagian dari prinsip Indonesia 

bersumber  tidak hanya 

mengikat 

pada 

Memang 

Kebebasan berkontrak perlu diinterpretasikan 

82 

4 

28 

38 

56 

85 

99 

juga termaktub mengenai 

hukum, tetapi juga wajib 

 Selain itu,  

 juga menegaskan  

 

 Dalam konteks ini,   

 

  

 tersebut ditegaskan  

 

  pengembalian  telah  konsumen  
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Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berdasarkan asas- yang 

Hasil wawancara 

dengan menunjukkan bahwa mereka 

konsumen 

telah kewajibannya, tetapi haknya tidak oleh pelaku usaha. 

yang 

kedudukan, 

hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, sehingga 

adalah asas keadilan. Asas ini menuntut 

harus prinsip agar 

keadilan dalam 

12 

dalam sudut pandang pemikiran, yang menunjukkan keseimbangan dalam 

sulit untuk mencapai keadilan 

karena harus didasarkan pada kedudukan negosiasi yang setara antara para pihak. 

menegaskan 

salah satunya keseimbangan hak dan kewajiban 

antara pelaku usaha dan konsumen. Penerapan klausul non-refundable yang ditetapkan 

sepihak oleh penyelenggara We The Fest 2023 secara nyata telah mengesampingkan asas 

keadilan. Klausul tersebut meniadakan hak konsumen untuk memperoleh pengembalian 

dana atas pembatalan yang terjadi bukan karena kesalahan konsumen. 

sejumlah korban menyatakan telah memenuhi 

kewajibannya dengan membayar tiket secara penuh, namun hak mereka untuk 

mendapatkan jasa yang sesuai justru diabaikan. Tidak adanya refund yang bisa diajukan 

dan tidak ada solusi alternatif maupun kompensasi yang diberikan oleh pihak 

penyelenggara We The Fest memperlihatkan ketimpangan hukum, di mana 

melaksanakan hak- dihormati 

Penerapan klausul sepenuhnya menguntungkan penyelenggara, sementara 

meniadakan hak konsumen, jelas melanggar asas keadilan kontraktual. (Indonesia 

2024:141) Dalam konteks ini, menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak yang 

absolut dibatasi oleh   perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah 

tercipta  substantif  hubungan kontraktual.(Febriani, 2022) 

Adanya fungsi dari prinsip lex specialis derogat legi generali berguna untuk 

permasalahan ini, dengan menyatakan bahwa ketentuan khusus (UUPK) 

mengesampingkan ketentuan umumm (KUHPerdata). Meskipun Pasal 1338 

KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para 

pihak agar dapat menentukan isi klausul secara bebas dan mengikat, asasnya tidak 

bersifat mutlak dalam konteks perlindungan konsumen. Klausul yang bersifat non- 

refundable dan merugikan konsumen sebagaimana Pasal 4 juncto dan Pasal 18 ayat (1) 

huruf c UUPK tidak dapat dibenarkan hanya atas dasar asas kebebasan berkontrak. 

Pelaksanaan kontrak harus tetap memperhatikan asas itikad baik dan keadilan demi 

melingungi hak-hak konsumen, khususnya dalam situasi force majeure yang berada di 

luar kendali para pihak. 

Berdasarkan hal tersebut keberadaan klausul non-refundable dalam perjanjian tiket 

seperti pada We The Fest 2023 merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan pelaku 

usaha dalam perjanjian baku dengan mementingkan kepentingannya dibanding dengan 

kepentingan konsumen. Dalam kontrak baku, konsumen tidak diberi ruang untuk 

melakukan perundingan sehingga secara yuridis, klausul ini mengandung unsur paksaan 

ekonomi yang melanggar kebebasan berkontrak yang sehat. Klausul ini bertentangan 

dengan prinsip keadilan kontraktual yang mensyaratkan timbal balik yang adil antara hak 

23 

41 

52 

88 

96 

asas 
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asas keadilan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 2 UUPK. 

klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf c UUPK 

mencantumkan klausula baku yang merugikan 

konsumen dalam Hal ini 

Badan Perlindungan Konsumen 

Nasional (BPKN), namun hingga kini belum 

batal demi hukum karena bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 18 

yang menimbulkan kerugian pihak lain, secara 

melawan hukum, 

Teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh 

menyatakan bahwa 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. pasal ini 

menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga konsumen berhak ganti 

dan kewajiban para pihak. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa klausul non- 

refundable dalam konteks ini harus dianggap 

UUPK dan melanggar 

 

Ketimpangan hukum dalam klausul non-refundable juga diperkuat oleh lemahnya 

pengawasan preventif dari otoritas perlindungan konsumen di Indonesia. Pengawasan 

yang efektif terhadap 

seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah melalui 

pengawasannya berjalan secara optimal. 

(Diharianto & Lutfi, 2024) Guna dari pengawasan preventif yang bertujuan untuk 

mencegah pelaku usaha  berpotensi 

sebelum perjanjian digunakan transaksi. begitu penting dalam 

mencegah praktik klausul yang merugikan konsumen secara sepihak. 

 

Upaya Hukum Konsumen atas Wanprestasi Pengembalian Dana Tiket 

 

Kasus We The Fest 2023, pembatalan penampilan band The 1975 yang dilakukan 

secara sepihak tanpa adanya pengembalian dana bagi pemegang tiket menjadi contoh 

konkret bagaimana klausul non-refundable diterapkan secara merugikan konsumen. 

Peristiwa tersebut, konsumen kehilangan hak atas pertunjukan sebagaimana yang 

dijanjikan ketika membeli tiket, namun tetap tidak diberikan pengembalian dana yang 

seharusnya menjadi haknya. Penyelenggara dengan mudah menggunakan klausul non- 

refundable untuk meniadakan tanggung jawabnya, padahal secara hukum, hal ini dapat 

dikategorikan sebagai wanprestasi. (Subekti, 2004: 51) 

Perlindungan konsumen tidak hanya berhenti pada tahap perumusan peraturan, 

melainkan harus diikuti dengan penerapan yang konsisten dan efektif. Tanpa pelaksanaan 

yang nyata, peraturan tersebut hanya akan menjadi teks normatif tanpa kekuatan yang 

dapat melindungi konsumen. Oleh karena itu, pemerintah bersama lembaga terkait perlu 

memastikan tersedianya sumber daya yang memadai serta membangun komitmen yang 

kuat dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif.(Widiarty, 2024:7) 

hukum Sutan Remy Sjahdeini 

baik 

kontraktual maupun wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang 

ditimbulkan.(Sjahdeini, 2007:112) Penyelenggara yang gagal memenuhi kewajibannya 

dalam menghadirkan artis utama dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi yang 

atas  kerugian. 

Di sisi lain, praktik klausul non-refundable juga mengandung ketidaksesuaian dengan 

prinsip good faith (itikad baik) yang merupakan bagian integral dalam pembentukan 

kontrak Penerapan pada 

50 

17 

40 

48 

47 

60 

59 

61 

63 

atas siapa pun 
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prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur 

dalam UUPK. 

dalam 

pelaku usaha yang 

menolak, tidak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas 

tuntutan konsumen dapat melalui 

dan/atau tidak memberikan 

ganti rugi konsumen, maka dapat gugatan melalui badan 

penyelesaian sengketa 

tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana yang diperjanjikan. 

ganti 

kerugian yang akan dilakukan oleh 

berpotensi melanggar yang adil 

Itikad baik perjanjian tidak hanya berlaku dalam fase pembentukan kontrak, 

tetapi juga dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya. Dengan mengesampingkan hak 

konsumen atas pengembalian dana, penyelenggara telah mengabaikan prinsip itikad baik 

dalam pelaksanaan kontrak.(Diharianto & Lutfi, 2024) Klausul yang membebaskan 

penyelenggara dari kewajiban pengembalian dana ketika pengisi acara berubah atau batal 

tampil menempatkan konsumen pada posisi yang sangat dirugikan tanpa adanya 

kompensasi, sehingga bertentangan dengan asas keadilan. 

Pembatalan sepihak penampilan bintang utama dalam sebuah festival musik, 

sebagaimana terjadi dalam kasus We The Fest 2023, menimbulkan konsekuensi hukum 

yang signifikan bagi konsumen. Pada situasi tersebut, konsumen merupakan pihak yang 

menderita akibat kerugian berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari 

penyelenggara festival atas 

Pasal 4 huruf h UUPK memberikan penegasan terkait hak konsumen dalam persoalan 

kerugian, yakni secara tegas memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh 

kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Bila dikaitkan dengan 

kasus We The Fest 2023, pembatalan sepihak penampilan The 1975 tanpa pengembalian 

dana merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam 

ketentuan tersebut. Tiket yang dibeli konsumen memberikan hak untuk menikmati 

seluruh rangkaian acara yang telah diumumkan, termasuk penampilan The 1975 sebagai 

daya tarik utama. Ketika layanan tersebut dibatalkan tanpa adanya kompensasi atau opsi 

penggantian yang layak, hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi menjadi hilang. 

Berdasarkan hasil wawancara, para korban menyampaikan bahwa penyelenggara tidak 

menyediakan informasi yang jelas terkait kebijakan kompensasi, bahkan tidak 

memberikan pilihan pengembalian dana. 

Selain itu, Pasal 19 ayat (1) UUPK juga mengatur secara eksplisit terkait 

pelaku usaha, “Pelaku usaha bertanggungjawab 

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Jika pihak 

penyelenggara, yakni We The Fest menolak tanggapan atas 

kepada konsumen mengajukan 

mereka terhadap We The Fest sebagaimana yang telah diatur 

dalam Pasal 23 UUPK. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan 

menanggapi, tetap  kewajiban 

diajukan gugatan BPSK. 

Dalam konteks tersebut, pembatalan sepihak oleh penyelenggara konser dapat 

dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban pelaku usaha 

4 

18 

22 

79 

92 
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bersifat 

final dan mengikat. pihak yang tidak atas putusan tersebut 

diatur dalam Pasal 1243 

dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 

4 huruf a, c, yang hak atas kenyamanan, keamanan, informasi 

yang benar, barang jasa yang 

sanksi administratif sebagai 

bentuk hukum. Proses penyelesaian BPSK 

Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Pasal 

UUPK, konsumen yang 

BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan 

sengketa melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, arbitrase. 

Di sisi lain, konsumen memilih jalur dapat ke 

pengadilan negeri dasar 

dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha untuk 

itikad baik 

Putusan BPSK 

bersifat final berarti tidak Upaya hukum 

wajib diselesaikan 

dalam waktu 21 hari kerja sejak 

kerugian yang dialami konsumen, 

dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi 

atas kerugian yang sebagaimana diatur dalam 

Kegagalan promotor dalam menyampaikan informasi dan 

untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. 

wanprestasi, 

melakukan pembatalan sepihak tanpa alasan sah, 

17/M-DAG/PER/4/2007, 

sengketa sederhana, biaya 

menjadi 

(UUPK), yang menuntut 

diterimanya pengaduan, dengan putusan yang 

mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan serta 

nyata termasuk kerugian non-materiil yang timbul 

akibat batalnya pertunjukan yang telah dinantikan oleh konsumen. (Iskandar n.d.) Selain 

itu, kondisi ini juga menggaris bawahi bahwa konsumen berhak memperoleh informasi 

yang jelas, benar, dan lengkap dari pelaku usaha. Kegagalan dalam memenuhi hak ini 

merupakan pelanggaran terhadap prinsip transparansi sebagaimana diatur 

melaksanakan 

konsumen. (Desiani & Kerti, 2023) 

yang akurat transparansi 

terkait pembatalan bintang tamu dalam kasus We The Fest 2023 termasuk ketidakjelasan 

refund dan tanpa adanya alasan force majeure telah melanggar prinsip keterbukaan 

informasi dan amanat UUPK. Sebagaimana    45 

merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa yang dapat 

diselesaikan litigasi atau non-litigasi. Konsumen berhak menuntut pemenuhan haknya 

atas pemulihan yang layak dialami, 

b, dan h UUPK 

serta kompensasi jika atau diterima tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

Secara non-litigasi, konsumen dapat mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UUPK. BPSK 

memberikan opsi penyelesaian yang relatif cepat, dan ringan, 

sehingga pilihan efektif bagi konsumen yang dirugikan.   ini 

yang  membutuhkan  biasa dan bersifat 

eksekutorial. (Tanggung Jawab BPKN dan BPSK, 2024:182). Berdasarkan Permendag 

Nomor 

Apabila ditemukan 

pelanggaran oleh pelaku usaha, BPSK dapat memberikan 

penegakan sengketa oleh 

Namun, merasa puas masih 

memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. (Br. Sitompul & Kerti, 2025). 

apabila  litigasi, gugatan diajukan 

wanprestasi sebagaimana 

(KUHPerdata), yaitu adanya 

kelalaian dari pihak pelaku usaha 

Selain tindakan pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban informasi, 

atau bertindak melawan asas keadilan, 

17 

70 

8 

33 

8 

16 80 

25 

30 89 

43 

98 

69 

71 

72 

84 

86 

87 

berdasarkan 

atau 

meliputi 
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klausul non-refundable dalam pembelian tiket 

sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata ketentuan 

perlindungan konsumen menunjukkan adanya 

posisi dominan pelaku usaha yang 

juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan 

Pasal 1365 KUHPerdata. 

yang 

upaya hukum yang dapat ditempuh memperoleh ganti rugi 

yang 

menempatkan konsumen dalam posisi 

yang lemah secara hukum 

yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk menuntut 

haknya 

yang diberikan kepada konsumen hak-hak mereka 

melalui jalur litigasi dengan gugatan 

perbuatan melawan hukum, jalur non-litigasi 

untuk mewujudkan perlindungan konsumen 

yang efektif 

ke Badan 

Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).  Oleh  karena  itu,  diperlukan 

bertentangan dengan asas keadilan, dan 

perlindungan konsumen 

oleh 

ketentuan 

 

Konsumen dirugikan akibat pembatalan sepihak penampilan bintang utama 

dalam sebuah festival musik tanpa adanya pengembalian dana memiliki kedudukan 

hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya. Dalam konteks tersebut, kepastian hukum 

mencakup perlindungan atas secara 

menyeluruh. Perlindungan ini diperkuat melalui keberadaan undang-undang khusus yang 

secara tegas bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pelaku usaha. 

(Susanto, 2008:4) Dengan adanya payung hukum tersebut, konsumen memiliki berbagai 

sebagai langkah keadilan dan 
 

 

 

 

 

D. Kesimpulan 

 

1. Penerapan perjanjian festival 

musik, sebagaimana terjadi dalam kasus We The Fest 2023, menciptakan 

ketimpangan hukum yang nyata karena 

dan secara sepihak menghapus hak mereka untuk 

memperoleh pengembalian dana atas pembatalan sepihak penampilan artis 

utama, sehingga bertentangan dengan asas keadilan kontraktual 

dan melanggar dan asas 

dalam UUPK. Ketimpangan ini 

penyalahgunaan dalam kontrak baku, 

secara substantif  keseimbangan, 

sebagai pihak yang rentan. 

2. Konsumen 

pemulihan 

 

wanprestasi dan 

 

 

penguatan pengawasan hukum terhadap klausula baku, reformulasi regulasi yang 

melindungi keseimbangan para pihak, serta penegakan asas keadilan kontraktual 

dalam seluruh transaksi jasa hiburan 

dan berkeadilan. 

yang kuat 

maupun melalui 

atas kerugian dialaminya. 
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